
~. Peraturan ...
~-~d'

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rentang
Pcmcrintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahuri 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tcniang Perubahan Kcdua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcrnerintahan Dacrah [Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Ta}H.1l12015 Nornor 58, Tambahan
Lernbaran Negara Republik lndoncsia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
45);

Menimbang: bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kora Palernbang Nomor 6 Tahun 2016 tenrang
Pernbentukan dan Susunan Perangkal Daerah Kota
Palernbang, perlu menctapkan Peraturan Walikota
Palcrnbang tenrang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tala Kerja Dinas Perdagangan Kota
Palembang;

Mcngingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 'I'ahun 1959 tentang
Pcmbentukan Daerah Tingkal II dan Kota Praja di Surnatera
Selatan [Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 182 I);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aparaur
Sipil Negera ( Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun
20 I4 Nomor 6, (Tambahan Lernbaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 5533);

WALIKOTA PALEMBANG,

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

K~DUDUKAN, SUSUNANORGANISASr,TUUAS DAN FUNGSI SERTATATA
KERJA DINAS PERDAGANGANKOTA PALEMBANG

TENTANG

NOMOR 6fJJ TAHUN 2016

P~RATURANWALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

WALtKOTA PALEMBANG

" .



BAB ll. ..~~ ~

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Palcrnbang.
2. Pernerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palcrnbang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Palernbang.
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota

Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota

Palembang.
8. Sckretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perdagangan Kota

Palernbang,
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perdagangan Kota

Palcrnbang.
10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perdagangan

Kota Palcrnbang.
l LBeksi adalah Seksi pada Dinas Perdagangan Kota

Palembang.
12.Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi

kewenongan Pemerintah KOlaPalembang.
13.Unit Pelaksana Teknis adnlah unsur pelaksana teknis pada

Dinas Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas. .

14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekeJompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
kctrampilan tertentu.

Pasal 1

BABI
KETENTUAN UMUM

Menetapkan: PERATURAN WALlKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISA$I, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERDAGANGAN KOTA PALEMBAI\G

MEMUTUSKAN:

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lernbaran Daerah Kota Palcmbang Tahun 2016
Nomor 6).

5. Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5887);
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3. SCkSi..~ 19,' ~

(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pclaporan.

c. Bidang Pcmbinaan dan Pengcmbangan Perdagangan,
mernbawahi:
1.Seksi Fasilitasi Pelaku Usaha Perdagangan;
2. Seksi Pengernbangan Perdagangan; dan
3. Seksi Pcmbinaan Perdagangan.

d. Bidang Kemetrologian dan Pcngawasan Perdagangan,
membawahi:
1. Seksi Pelayanan Tera/Tcra Ulang;
2. Scksi Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang

Perdagangan; dan
3. Seksi Pcngawasan Perdagangan.

c. Bidang Stabilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan,
membawahi:
1. Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan;

2. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Pelaku
Usaha Perdagangan clan Sistem Distribusi; dan

Pasal3

(4) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan
Iungsi:
a. perumusan kebijakan tcknis;
b. pclaksanaau kcbijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pclayanan

umurn;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

terkait dcngan tugas dan Iungsinya.

(3) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat [I]
rnempunyai rugas rnembanru Walikota rnelaksanakan
urusan perncrintahan di bidang Pcrdagangan dan tugas
pernbantuan,

(2) Dinas Pcrdagangan dipimpin olch seorang Kepala Dinas
yang berkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab
kcpada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(1) Dinas Perdagangan rnerupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan bidang Perdagangan.

Pasal2

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

3



eo pelaksanaan ...~ ~ ~

(2) Untuk melaksanakan rugas scbagairnana dimaksud pada
ayat (1), Sckretaris mernpunyai fungsi:
u. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan admirustrasi umum;
c. pelaksanaan urusan rumah iangga, perlengkapan dan

perkantoran;
d. pclaksanaan urusan administrasi kepegawaian;

(1) Sekretaris mernpunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalarn mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan
pelaporan serta menyclcnggarakan urusan administrasi
umurn, perkantoran, kehurnasan dan kepcgawaian.

Pasal5

Bagian Kedua
Sckretariat

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan
pernerintahan di bidang perdagangan berdasarkan ketcntuan
peraturan pcrundang-undangan yang berlaku dan petunjuk
pelaksanaannya.

Pasal4

Bagian Kesatu
Kcpala Dinas

BABIII
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercanrum dalam
Lampiran Peraruran Walikota ini.

(5) Masing-rnasing Seksi dipirnpin oleh Kepala Bidang yang
bcrada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

(4) Masing-rnasing Sub Bagian dipimpin olch Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kcpada Sekretaris.

(3) Masing-rnasing bidang dipimpin oleh KepaJa Bidang yang
bcrada di bawah dan bertanggung jawab kcpada Kepala
Dinas.

(2) Sekretariat dipimpin oJeh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting.
f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok .Jabatan Fungsional.

4



(2) Untuk ... rl) IlAr
. . ~ ~ ~

(I) Bidang Pcmbinaan dan Pengembangan Pcrdagangan,
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di
bidang pembinaan dan pengembangan pcrdagangan.

Pasal7

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan dan Pengernbangan Perdagangan

(2) Sub Bagian Perencanaan, Keuongan dan Pelaporan,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan sub

bagian percncanaan kcuangan dan pelaporan;
b. melaksanakan koordinasi pcnyusunan program dan

kegiaran antar bidang;
e. mcnyusun dokumen percncanaan dinas:
d. rnenyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian

Keuangan;
e. mcnyusun rcncana anggaran kerja dinas;
f. mcnyusun reneana plafon kcbutuhan anggaran dan

penggunaan anggaran;
g. mengclola administrasi keuangan belanja langsung dan

belanja tidak langsung;
h. menyusun dan mcnganalisa laporan keuangan;
i. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan

pembukuan/ akuntansi;
j. monitoring dan cvaluasi capaian kinerja dinas;
k. menyusun dokumcn pelaporan dinas;
I. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(1) Sub Bagian Umurn dan Kepcgawaian, mcrnpunyai tugas:
a. mcnyusun rcncana program don kegialan sub bagian

urnum dan kepegawaian;
b. mengelola adrninistrasi urnum dan surat mcnyurat;
c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
d. mengelola adrninistrasi barang, pcrlengkapan dan

kendaraan dinas;
e. mengclola urusan rumah tangga, kchurnasan dan

keprotokolan;
f. mcngelola adrninistrasi kepegawaian dan perjalanan

dinas;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang ruga snya.
h. rnelaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
1. melaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dcngan

bidang tugasnya.

Pasal6

e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
r. pelaksanaan fasilirasi hukum dan perundang-undangan.

5



(2) Seksi ...

~19j~

(1) Seksi Fasilitasi Peloku Usaha Perdagangan, rnelaksanakan
tugas:
a. menyusun rcncana program dan kegiatan scksi Iasilitasi

pelaku usaha perdagangan:
b. menyiapkan pcndampingan dalam pengurusan

pendaftaran kekayaan intelektual, proses sertifikasi
halal, sertifikasi muru barang atau profesi, dan/arau
sertifikasi lainnya;

c. rnenyediakan ruang parner produk ekspor secara fisik
(non virtual) dan/ atau non fisik (virtual);

d. membcrikan informasi tcrkaii dengan pengembangan
ekspor:

c. memberikan bimbingan teknis kepada pclaku usaha
yang berorientasi ekspor pada parneran dagang di dalam
dan di luar negeri;

f. menyiapkan keikutan pelaku usaha yang berorientasi
ekspor pada pameran dagang di dalam dan diluar
negeri;

g. melaksanakan kemitraan bagi pelaku usaha;
h. mcnyiapkan penyertaan pelaku usaha yang berorientasi

ekspor pada kcgiatan penghargaaan nasional;
i. menycdiakan data/informasi pelaku usaha sektor

perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah
sektor perdagangan);

J. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
k. melaksauakan tugas kedinasan lain sesuai dcngan

bidang tugasnya.

Pasal8

a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan
pembinaan dan pengernbangan perdagangan;

b. pelaksanaan program petunjuk teknis dan bahan
kebijakan perizinan dan pengembangan perdagangan
serta mclaksanakan pcnerbitan izin pcngelolaan pasar
rakyat, pusat perbelanjaan don IZIl1 usaha toko
swalayan;

c. pcnyelenggaraan promosi dagang melalui parneran
dagang inrernasional, nasional dan parneran dagang
lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan;

d. pelaksanaan partisipasi dalam parneran dagang
internasional, parneran dagang nasion ai, dan pameran
dagang lokal serta misi dagang produk ekspor;

c. penyelenggaraan karnpanye pencitraan produk ekspor
skala daerah;

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

g. pclaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

h. pclaksanaan Iungsi lain yang diberikan olch Kepala
Dinas scsuai dengan tugas dan fungsinya.

dimaksud pada
Pengembangan

(2) Untuk mclaksanakan rugas sebagaimana
ayat (I), Bidang Pernbinaan dan
Pcrdagangan mempunyai fungsi:

6



k. mclaporkan ... ~ \9, t

(3) Scksi Pembinaan Perdagangan, rnernpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pembinaan pcrdagangan;
b. menetapkan rencana tata ruang wilayah dan rencana

detail rata ruang wilayah ierrnasuk peraturan zonasi;
c. mcnyusun pcdoman pencrbitan izin usaha pengelolaan

pasar rakyat, pusat perbelanjaan toko swalayan;
d. rnemberikan rekornendasi pencrbitan izin usaha

pengelolaan pasar rakyat, pusat pcrbelanjaan pasar
rakyai:

e. mcnyusun pedoman penerbitan ianda daftar gudang;
f. menyusun pedoman penerbitan surat tanda

pcndaftaran warabala untuk perierimn waralaba dalam
dan luar negri;

g. menyusun pedoman penerbitan surat izin usaha
perdagangan minuman beralkohol golongan A,B,C
uutuk pengeccr dan penjual langsung minurnan
ditempat;

h. membentuk tim terpadu dalarn rangka pengendalian,
pcngawasan, dan pcredaran minuman beralkohol;

I. melaksnnakan pcngawasan Iasiliias penyimpanan
bahan berbahaya dan pengawasan distribusi,
pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat
kabupaten/kota;

J. rnenyusun pedoman pcmberian rekomeridasi penerbitan
dan pelaporan rckapitulasi perdagangan kayu antar
pulau;

(2) Seksi Pengembangan Perdagangan, mempunyai tugas:
a. rnenyusun rencana program dan kegiatan seksi

pengembangan perdagangan;
b. mcnyiapkan bahan penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria di bidang pengembangan produk
lokal, sarana dan iklim usaha mikro kecil menengah
perdagangan, pcningkatan penggunaan produk daJam
negeri dan promosi peningkaian akscs pasar;

c. rnemberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pcngembangan produk, pcningkatan penggunaan
produk dalam negeri dan promosi peningkatan akses
pasar;

d. menyediakan layanan informasi mengenai
penyelenggaraan dan partisipasi dalarn pameran dagang
iruernasional, pameran dagang nasional dan parnerari
dagang lokal serta misi dagang;

e. mclaksanakan penjaringan pcserta dan seleksi produk
yang akan dipromosikan saat berparisipasi dalam
parneran internasional, pameran dagang nasional, dan
pameran dagang lokal serta misi dagang;

f. rnenyusun rencana penyelenggaraan kampanye
pencitraan produk ckspor;

g. mcmbuat publikasi mclalui media cetak dan elekrronik;
h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
I. rnelaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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(2) sekSi.1; ~ ~

(1) Seksi Pelayanan Tcra/Tera Ulang, mempunyai tugas:
a. rnenyusun rencana program dan kegiatan seksi

pelayanan tera/ tera ulang;
b. mengadakan pernetaan jumlah potensi tcra ulang alat

ukur, takar, timbong dan perlcngkapannya, pengelolaan
cap tanda tcra;

c. rnenyediakan dan pcngelolaan standar kerja peralatan
kcrnctrologian:

d. melaksanakan pelaporan kcgiatan pelayanan tera/tera
ulang kc pernerintah pusat;

e. menyelenggarakan penerbitan izin dan rekomcndasi
usaha kemetrologian dan pengawasan perdagangan;

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
g. mclaksanakan rugas kedinasan lain seauai dengan

bidang tugasnya.

Pasal 10

(2) Unruk rnelaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada
ayat (1), Oidang Kemetrotogian dan Pcngawa san
Perdagangan, mcmpunyai fungsi:
a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alai

ukur.takar.urnbang, dan perlengkapan (UTIP);
b. pclaksanaan ukur, takar, timbang (U·ITP),barang dalam

keadaan tcrbungkus (SDKT)dan satuan ukuran;
c. pclaksanaan pernbinaan terhadap penyidikan pegawai

negeri sipil perdagangan dan pctugas pengawas tertib
Niaga;

d. pelaksanaan pengawasan kegiatan di bidang
perdagangan dan pengawasan barang beredar dan atau
jasa pasar dan rempai penyimpanan serta pencgakan
hukum pelanggaran di bidang pcrdagangan dan
perlindungan konsumen;

e. pernberian dan penerbitan IZIll usaha di bidang
kernerrologian dan pengawasan perdagangan;

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

g. pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rugas; dan

h. pelaksariaan fungsi lain yang diberikan olch Kepala
Dinas scsuai dengan rugas dan rungsinya.

(1) Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan,
mempunyai tugas mclaksanakan sebagian rugas dinas di
bidang kernctrologian dan pengawasan perdagangan.

Pasal9

Bagian Keernpat
Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan

k. rnelaporkan hasil kcrja dan capaian kinerja; dan
1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dcngan

bidang tugasnya.

8



Bagian Kelima... !8, ~ ~

(3) Seksi Pengawasan Perdagangan, rncrnpunyai rugas:
a. mcnyusun rencana program dan kegiatan seksi

pengawasan perdagangan;
b. melaksanakan penyuluhan kcmctrologian;
c. melaksanakan pcngarnatan ukur, takar.timbang

perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus ,
dan satuan ukuran;

d. melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
metrologi legal;

e. menyusun standar operasional proscdur pengawasan
barang beredar dan jasa;

f. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna pengawasan
dan pcnegakan hukum dengan Saruan Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Dacrah, instansi
pcmerintah danj'atau pihak ketiga dan informasi terkait
kegiatan pengawasan;

g. melaksanakan soaialisasi, publikasi dan informasi
terkait kegiaian pengawasan;

h. menyiapkan pelaksanaan bimbingan tcknik pembinaan
dan pcngernbangan di bidang seksi pengawasan
perdagangan;

1. menyclenggarakan penerbitan izin dan rckomendasi
usaha dibidang seksi pengawasan perdagangan;

j. melaporkan hasil kerja dan capaian kincrja; dan
k. melaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dcngan

bidang tugasnya

(2) Seksi Pernbinaan .Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kcgiatan seksi

pernbinaan jabatan fungsional bidang perdagangan;
b. melaksanakan koordinasi kinerja Penyidik Pegawai

Ncgeri Sipil perdagangan dan Perugas Pengawas Tata
Tcrtib Niaga dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kcrja Perangkat Dacrah, instansi
pemerintah, dan atau pihak kctiga;

c. menyediakan dan rneningkatan kompetensi surnbcr
daya manusia di bidang perdagangan;

d. menyelenggarakan pcmberian, penerbitan izin dan
rckornendasi usaha eli bidang seksi pcrnbinaan jabatan
fungsiona) bidang perdagangan;

c. meningkatkan kerjasarna dengan dunia usaha seksi
pembinaan jabatan fungsional bidang perdagangan;

f. mcnyelenggarakan pcndataan, monitoring, evaluasi
kegiatan di bidang seksi pcmbinaan jabatan fungsional
bidang perdagangan:

g. mclaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. rnelaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya,

9



melaporkan ... ~ 'Ih ~f.

(I) Scksi Pernbangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pcmbangunan dan pengelolaan sarana distribusi
perdaganga n;

b. rnernbuat identifikasi dan usulan pcrnbangunan
/ revitalisasi sar aria distribusi;

c. rnenyiapkan pelaksanaan dan monitoring
pcmbangunnnyrcvitalisast sarona distribusi;

d. menyelenggarakan bimbingan teknik pembinaan dan
pengembangan di bidang seksi pembangunan dan
pengclolaan sarona distribusi perdagangan;

e. mernberikan pcncrbitan izin dan rekornendasi usaha di
bidang seksi pembangunan dan pengelolaan sarana
distribusi pcrdagangan;

Pasal 12

(1) Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan ,
mcmpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di
bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan:

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimaua dimaksud pada
ayat (I), Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi
Pcrdagangan mcmpunyai Iungsi:
a, pclaksanaan pcmbangunan sarana distribusi

perdagangan sesuai keburuhan dan kondisi masing­
masing kabupaterr/ kota;

b. pelaksanaan pernbinaan terhudap pcngclola sarona
distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya:

c. penyiapan ketcrsediaan barang kebutuhan pokok dan
barang pcnting;

d. pernantauan harga, informasi ketersediaan stok dan
pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
di pasar;

e. pclaksanaan operasi pasar dan Iatau pasar murah
dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang
dampaknya dalam daerah kabupatenj kota;

f. pengawasan pupuk dan pesusida tingkat daerah
kabupatenj kota dalarn melakukan pelaksanaan
pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk
bersubsidi di wilayah kcrjanya;

g. pcnyediaan dataj' informasi pelaku usaha sektor
perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah
sektor perdagangan);

h. pelaksanaun koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
DinGSsesuai dengan tugas dan Iungsinya,

Pasal 11

Bagian Kelima
Bidang Stabilisasi dan Sarona Distribusi Perdagangan

10



BABrv ...~~ ~

(3) Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting, melaksanakan
tugas:
a. menYUSUI1 rencana program dan kegiatan seksi

stabilisasi barang pokok dan penting;
b. melaksanakan pcrnantauan distribusi dan ketcrsediaan

barang kebutuhan pokok dan barang penting;
c. melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk

ketersediaan barang keburuhan pokok dan barang
penting;

d. rnenyediakan data dan informasi harga dan
ketersediaan stok dan pasokan barang keburuhan
pokok dan barang penting;

e. melaksanakan koordinasi dcngan stakeholders untuk
penyelenggaraan opcrasi pasar danj atau pasar murah;

f. rnelaksanakan koordinasi dengan komisi pengawasan
pupuk dan pestrsida, prodlisen, distributor dan
pengecer di tingkat kota;

g. menyelenggarakan opcrasi pasar, stabilitasi harga dan
ketersediaan barang pokok dan barang penting;

h. meningkatkan kerjasamadengan dunia usnha di bidang
seksi stabilisasi barang pokok dan penting;

I. pelaksanaan bimbingan teknik pcmbinaan dan
pengembangan eli bidang seksi stabilisasi barang pokok
dan penting;

j. melaporkan haail kerja dan capaian kinerja; dan
k. melaksanakan rugae kedinasan lain sesuai dengan

bidang rugasnya,

(2) Seksi Pernbinaan dan Pengelolaan Sarana Pclaku Usaha
Perdagangan dan Sistern Distribusi mcmpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pembinaan dan pengelolaan sarona pelaku usaha
pcrdagangan dan sistern distribusi;

b. menyclenggarakan pelatihan untuk mcningkatkan
kompetensi pengelola sarona distribusi perdagangan;

c. melaksanakan evaluasi kinerja pengelola sarana
distribusi pcrdagangan;

d. menyediakan datajinformasi pelaku usaha sektor
perdagangan (peJaku usaha mikro kecil mcnengah
sektor perdagangan];

e. rnembcrikan penerbitan izin dan rekomendasi usaha
dibidang scksi pembinaan don pengclolaan sarana
pelaku usaha pcrdagangan dan sistem distribusi;

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
g. melaksanakan rugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kincrja; don
g. rnelaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

II
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(3) Kelornpok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam
bidang dan/atAu scksi yang seeuai dengan butir kegiatan
teknis fungsional.

(4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis dan bcban kerja.

(2) Kelompok .Jabatan Fungsional dibagi kedalam sub-sub
kelompok sesuai dengan kcburuhan dan masing-rnasing
dipimpin oleh seorang tenaga Iungsional senior.

tugas
bidang

(1) Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyai
mclaksanakan kegiatan tcknis sesuai dengan
keahlian masing-rnasing.

Pasal 16

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jumlah, nomcnklatur, susunan organisasi, tugas dan Iungsi
Unit Pclaksana Teknis Dinas ditetapkan dalam Peraturan
\Valikota.

Pasal 15

Dalam mclaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis
mernpunyai Iungsi:
a. pelaksanaan tugas dinas scsuai dengan bidang

opcrasionalnya: dan
b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 14

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(l) Unit Pelaksana Teknis mcrupakan unsur pelaksana teknis
opcrasional Dinas.

Pasal 13

BABIV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

12
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(5) Sctiap laporan yang diterima olch pimpinan saruan
organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pcrtimbangan dalarn penyusunan kebijakan lebih
lanjut.

(6) Dalarn hal Kopala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat
rncnunjuk Sekrctaris Dinas atau Kopala Bidang di
lingkungan Dinas berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

(3) Kopala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unil Pelaksana Teknis
bertanggung jawab mernirnpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-rnasing dan mernberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala Dinas, Sckrctaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan berianggung
jawab kepada atasan masing-masing serra menyampaikan
laporan tcpai waktu.

(2)Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sirnplifikasi
baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam
lingkungan masing-rnasing maupun antar satuan organisasi
di lingkungan Pernerintah Kota serta dengan instansi lain
di luar Pernerintah Kota scsuai dengan tugas masing­
rnasing.

(1) Hubungan antara Kopala Dinas dengan bawaharmya atau
sebaliknya sccara administratif dilaksanakan melalui
Sekretaris.

Pasal 18

BAB VII
TATAKeRJA

Pernbiayaan pada Dinas bcrasal dan Anggaran Pendapatan dan
Bclanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara
serta sumber-surnber lainnya yang sah.

Pasal 17

BAB VI
PEMBIAYAAN

13



Diundangkan <.ii Palernbang
pada tangga 1 .30 1\.Jo1A!((:b;r 2,) 16

SEKRETARlS DAEJ~.I1

KOTtl:l~~r-

HJ\RX~~~ASTOPA
BER1TADAERAH KOT1\PALEMBA:-iG TAHU:,,/2016 NO~10R ~

H:\RNOJOYO

Ditctaukan di Palernbang
pada tanggfl! .30 lJov(!(l'llx...-2Q Io

WALlKO'I .\ PALEMBANG,

Pcraturan \Valikom rni mulai herlaku pad>! tanggal
diur.dangkan.

Agar setiap orang rnengeuihuinya. mernerintahkan
pengundangan Peraruran Walikoia ini, (k::gan pcncrnpatarmv a
dalarn Herita [JaCIH~lKOlaPalernbang.

Pnsal22

Dengan berlakunya Peraiuran \\ alikoui im, Peraturan Walikota
Palernbang '1omur "[ Tahun 200r! tci.u.ng TUgdS Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas IlIll-IS Dacr.ah Ko'a Pulembang H/\S II Bagiar:
Kcduabelas, dicabur clan dinyauikan ridak berlaku.

Pasal'2 I

Proscdur dan mckanisme pelaksanaan iugas dan fungsi dinas
yang bersifat internal diatur lcbih Ianjui oleh Kcpala Dinas

Posa120

[3AHI;(
KETENTL:.':"Nr ENUTUI'

(2) Scgala ketentuan yang berteruangan dan atau tidak scsuai
dcngnn Peratur.-n Walikota ini dilakukan penycsuuian.

(l) Efektifitas pelaksanann tugas dan Iungsi Dinas
scuagaimana diarur dalam Peraturan Walikota ini, wajib
dilnksanatcan sciambut larnbamya pacta iangga! I .Januari
2017

I-asal 19

BAR V!!!

KETb:NTUI\['\ PER'\LlllAN
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